
BUPATI SUMENEP 
PROVINSI JAWA TIl\tJUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 

NOMOR 12 TAHUN 201S 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMENEP, 

Menimbang: a. bahwa arsip sebagai elemen penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan daerah dan pembangunan, memiliki 

kedudukan dan peran yang sangat penting serta strategis 

dalam kerangka pertanggungjawaban/ akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah, rekonstruksi sejarah bangsa, 

dan pembangunan karakter bangsa; 

b. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan diperlukan penyelenggaraan 

kearsipan di daerah yang mampu mewujudkan 

terciptanya dan tersedianya arsip yang autentik dan 

terpercaya sebagai alat bukti yang sah, me\\-~udkan 

pengelolaan arsip yang handal, tertib arsip, kese1amatan 

aset dan perlindungan bahan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sumenep dan perlindungan hak-hak 

keperdataan masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pad a huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Kearsipan; 



Mengingat: 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4252); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 

ten tang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lem baran N egara Repu b).ik Indonesia N omor 4723); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4843); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4846); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2009 ten tang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-·Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang PemeI'intahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 

Tahun 2009 ten tang Kearsipan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara RepubEk Indonesia Nomor 5286); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036); 
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16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4 Seri D). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP 

dan 

Menetapkan 

BUPATI SUMENEP 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
KEARSIPAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sumenep. 

3. Bupati adalah Bupati Sumenep. 

4. Lembaga Kearsipan Kabupaten adalah perangkat 

daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep 

yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang kearsipan. 

5. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur 

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sumenep. 
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7. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi 

dibidang kearsipan yang diperoleh melalui 

pendidikan formal dan/atau pendidikan dan 

pelatihan kearsipan scrta mempunyai fungsi, tugas, 

dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan 

kearsipan. 

8. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan 

kegiatan me1iputi kebijakan, pembinaan kearsipan, 

dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan 

nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya. 

9. Pengelolaan arsip adalah keseluruhan proses 

pengaturan dan pengendalian arsip dinamis dan 

arsip statis. 

10. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai 

kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, 

tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan 

arsip dinamis. 

11. Unit pengolah adalah unit kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

mengolah semua arslp yang berkaitan dengan 

kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 

12. Unit kearsipan adalah unit kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan kearsipan di instansinya. 

13. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, 

perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. 

14. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan 

disimpan selama jangka waktu tertentu. 
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15. Arsip Aktif adalah arslp yang frekuensi 

penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. 

16. Arsip vital adalah arsip yang sangat esensial bagi 

kelangsungan hidup organisasi. 

17. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi 

penggunaannya telah menurun. 

18. Arsip stati$ a,d&lah arsip yang dihasilkan oleh 

pencipta arsip karena memiliki nilai guna 

kesejarahan, telah habis retensinya, dan 

berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi 

baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 

Lembaga Kearsipan Kabupaten. 

19. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan 

dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa 

dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, 

dan keselamatannya. 

20. Arsip aset adalah Informasi mengenai sumber daya 

ekonomi yang dikuasai. danl atau dimiliki oleh 

pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai 

akibat dari peristiwa mas a lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan 

diharapkan baik oleh pemerintah daerah maupun 

masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumberdaya non keuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 

umum dan sumber daya yang dipelihara karena 

sejarah dan budaya. 

21. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk arsip 
terjaga. 

22. Nilai guna arsip adalah nilai informasi dari arsip yang 

didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan 

penggunaan arsip. 

23. Pengelolaan arslp dinamis adalah proses 

pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, 

dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan 

pemeliharaan, serta penyusutan arsip. 
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24. Pengelolaan arsip aset adalah suatu rangkaian 

kegiatan penanganan arsip 

identifikasi, pengolahan, 

perlindungan, pengamanan, 

penggunaan arsip aset. 

aset mulai dari 

penyimpanan, 

penyelamatan serta 

25. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam 

suatu himpunan yang tersusun secara sistematis 

dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya 

sehingga menjadi satu berkas karena memiliki 

hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan 

masalah dari suatu unit kerja. 

26. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA 

adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya 

janglca waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, 

dan keterangan yang berisi rekomendasi ten tang 

penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai 

kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan 
arsip. 

'E. Penyusutan arslp adalah kegiatan pengurangan 

jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif 

dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan 

arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan 

arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Kabupaten. 

28. Program arsip vital adalah tindakan dan prosedur 

yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk 

memberikan perlindungan dan menyelamatkan arsip 

vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah 

terjadi musibah. 

29. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat 

DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai 

guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara 

langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga 

Kearsipan Kabupaten serta diumumkan kepada 
publik. 
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30. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian 

arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis 

meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, 

pemanfaatan, pendayagunaan, dan layanan publik 

dalam suatu sistem kearsipan nasional. 

31. Akuisisi ar~ip ~tatis adalah proses penambahan 

khasanah arsip statis pada Lembaga Kearsipan 

Kabupaten yang dilaksanakan melalui kegiatan 

penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari 

pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan 

Kabupaten. 

32. Preservasi Arsip adalah proses pelestarian, 

perlindungan dan perawatan arsip, sehingga arsip 

dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam jangka 

waktu lama. 

33. Autentikasi adalah pernyataan tertulis atau tanda 

yang menunjukkan bahwa informasi yang terekam 

adalah asli atau sesuai dengan aslinya. 

34. Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya 

disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk 

pola hubungan berkelanjutan antar berbagai 

komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, 

interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling 

mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan 

secara nasional. 

35. J aringan Informasi Kearsipan N asional yang 

selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan 

informasi dan sarana layanan arsip secara nasional 

yang dike lola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. 

36. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang 

selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi 

yang dike lola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia 

yang menggunakan sarana Jarmgan informasi 

kearsipan nasional. 
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2J7. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola 

hubu!1gan berkelanjutan an tar berbagai komponen 

yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi 

antar pelaku serta un sur lain yang saling 

mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan 

secara menyeluruh di daerah. 

38. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang 

selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan 

informasi dan sarana layanan arsip didaerah yang 

dikelola oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten. 

39. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang 

selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi 

berbasis arsip dinamis yang dikelola oleh Lembaga 

Kearsipan Kabupaten dengan menggunakan sarana 

JIKD. 

40. Sistem Informasi Kearsipan Statis yang selanjutnya 

disingkat SIKS adalah sistem informasi berbasis 

arsip statis yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan 

Kabupaten dengan menggunakan sarana JIKD. 

41. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya 

disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

Pemerintahan Kabupaten melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintahan 

Kabupaten yang dipisahkan. 

42. Masya:-akat adalah setiap orang, kelompok orang 

atau lembaga yang berdomisili di daerah yang 

mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang 

kearsipan. 

43. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga 

masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, 

dan kepentingannya dalam penyelenggaraan 

kearsipan di daerah. 

44. Organisasi profesi Arsiparis adalah perkumpulan 

yang berbadan hukum yang didirikan oleh Arsiparis 

untuk mengembangkan profesionalitas Arsiparis. 
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45. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu 

yang mencakup pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan kerja yang sesuai dengan standar yang 

dite:tapkan. 

46. Alih media adalah duplikasi informasi dari arsip 

dengan format dan media yang berbeda dari media 

aslinya. 

47. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan 

mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang 

merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak 

diperoleh setiap warganegara secara minimal. 

48. Jasa kearsipan adalah kegiatan bidang kearsipan 

yang tidak berwujud. atau manfaat yang ditawarkan 

kepada pihak lain yang memberikan solusi bagi 

masalah-masalah konsumen. 

BAB II 

ASAS~ MAKSTJD DAN TUJUAN 

Pasal2 

Penyelenggaraan kearsipan dilakukan berdasarkan asas: 

a. kepastian hukum; 

b. keautentikan dan keterpercayaan; 

c. keutuhan; 

d. asal usul; 

e. aturan asli; 

f. keamanan dan keselamatan; 

g. keprofesionalan; 

h. keresponsifan; 

i. keantisipatifan; 

J. kepartisipatifan; 

k. akuntabilitas; 

1. kemanfaatan; 

m. aksesibilitas; 

n. kepentingan umum; dan 

o. kearifan lokal. 






















































































